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Abstract :
The phenomenon of divorce initiated by wives (cerai gugat) in modern Muslim families has shown a significant increase in Religious Courts, including the Amuntai Religious Court. Changes in husband–wife relationship patterns, dual role demands, and psychological dynamics within modern families often create tension between the ideal concept of marriage in Islam and the realities of domestic life. This study aims to analyze the psychological factors contributing to divorce lawsuits in modern Muslim families and to examine their relevance to the Islamic concept of marriage based on judicial decisions of the Amuntai Religious Court. This research employs a normative legal method with a case approach. Data were obtained through documentation studies of divorce lawsuit decisions Number 262/Pdt.G/2020/PA.Amt and Number 114/Pdt.G/2023/PA.Amt, which were analyzed using conceptual and statutory approaches within Islamic marital law. The results indicate that psychological factors such as prolonged disputes, lack of emotional responsibility, and mental and spiritual incompatibility between spouses constitute the dominant reasons for divorce lawsuits. These factors fulfill the element of continuous conflict as regulated in Islamic law. The study concludes that strengthening premarital education and incorporating Islamic family psychology approaches are essential preventive measures to reduce the rate of divorce lawsuits.
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Abstrak :
Fenomena cerai gugat dalam keluarga Muslim modern menunjukkan peningkatan di berbagai Pengadilan Agama, termasuk Pengadilan Agama Amuntai. Perubahan pola relasi suami istri, tuntutan peran ganda, serta dinamika psikologis keluarga modern menimbulkan ketegangan antara idealitas konsep pernikahan dalam Islam dan realitas kehidupan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor psikologis penyebab cerai gugat dalam keluarga Muslim modern serta menilai relevansinya dengan konsep pernikahan Islam berdasarkan putusan Pengadilan Agama Amuntai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap putusan cerai gugat Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Amt dan Nomor 114/Pdt.G/2023/PA.Amt, yang dianalisis menggunakan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan dalam hukum perkawinan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor psikologis berupa pertengkaran berkelanjutan, lemahnya tanggung jawab emosional, serta ketidakcocokan mental dan spiritual pasangan merupakan alasan dominan dalam perkara cerai gugat. Faktor-faktor tersebut telah memenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pendidikan pranikah dan pendekatan psikologi keluarga Islam diperlukan sebagai upaya preventif dalam menekan angka cerai gugat.

Kata Kunci: cerai gugat, psikologi keluarga, pernikahan Islam, putusan hakim, Pengadilan Agama Amuntai 
INTRODUCTION 
Perkawinan dalam Islam bukan sekadar kontrak sosial antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai mitsāqan ghalīẓan yang mengandung tanggung jawab moral dan spiritual yang tinggi. Tujuan utama perkawinan dalam Islam adalah membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai fondasi ketahanan individu, keluarga, dan masyarakat. Prinsip ini secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Qur’an: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.” (QS. Ar-Rūm [30]: 21). Ayat tersebut menunjukkan bahwa ketenteraman psikologis (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan cinta penuh empati (rahmah) merupakan tujuan normatif perkawinan Islam. Dalam perspektif pendidikan Islam, keluarga diposisikan sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama (al-madrasah al-ūlā) yang berperan strategis dalam pembentukan karakter, kesehatan mental, dan internalisasi nilai-nilai keislaman (Abdullah, 1997).

Namun demikian, dinamika keluarga Muslim modern menunjukkan realitas yang semakin kompleks. Perubahan sosial yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi perempuan di ranah publik, tuntutan ekonomi, transformasi pola relasi suami istri, serta tekanan psikologis kehidupan modern sering kali memunculkan konflik rumah tangga. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya angka perceraian, khususnya cerai gugat, di berbagai Pengadilan Agama di Indonesia. Fenomena cerai gugat menunjukkan adanya pergeseran relasi kekuasaan dalam keluarga serta meningkatnya kesadaran hukum perempuan Muslim terhadap hak-haknya (Irfan, 2012). Dari sudut pandang hukum keluarga Islam di Indonesia, cerai gugat merupakan bentuk perceraian yang dibenarkan secara normatif apabila terdapat alasan-alasan yang sah.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas mengatur bahwa perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus dan tidak ada harapan hidup rukun kembali merupakan alasan yang sah untuk perceraian. Dalam praktik peradilan agama, alasan ini sering kali berkaitan erat dengan faktor psikologis, seperti disharmoni emosional, kegagalan komunikasi, lemahnya tanggung jawab emosional pasangan, serta ketidakcocokan mental dan spiritual. Kajian psikologi keluarga menunjukkan bahwa konflik rumah tangga yang tidak terselesaikan secara konstruktif dapat menggerus kualitas hubungan suami istri dan berujung pada disintegrasi keluarga. Olson menegaskan bahwa lemahnya kohesi emosional dan rendahnya kualitas komunikasi merupakan faktor dominan dalam keretakan perkawinan (Elizabeth, 1980). Sementara itu, Hurlock menyatakan bahwa tekanan peran ganda dalam keluarga modern sering kali memicu stres perkawinan yang berkepanjangan, terutama ketika tidak diimbangi dengan dukungan emosional yang memadai (David, 2011).

Dalam konteks Islam, para ulama klasik dan kontemporer juga menekankan pentingnya dimensi psikologis dalam perkawinan. Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa pernikahan bertujuan menciptakan keseimbangan emosional dan ketenteraman jiwa, sehingga konflik yang berkepanjangan bertentangan dengan maqāṣid al-nikāḥ (Wahbah, 2007). Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas perceraian dari perspektif hukum dan sosiologis, namun kajian yang secara khusus menempatkan faktor psikologis sebagai pertimbangan normatif hakim dalam perkara cerai gugat masih relatif terbatas (Sheikhalizadeh, 2017). Studi-studi tersebut umumnya memfokuskan pada prosedur hukum dan statistik perceraian, sementara integrasi antara hukum keluarga Islam, psikologi keluarga, dan pendidikan Islam belum dianalisis secara komprehensif. Kondisi ini menunjukkan adanya gap of knowledge dalam kajian hukum keluarga Islam kontemporer. 

Selain itu, meningkatnya cerai gugat juga dapat dipahami sebagai indikator lemahnya fungsi pendidikan keluarga Islam, khususnya dalam pembekalan nilai kesabaran, komunikasi, tanggung jawab emosional, dan resolusi konflik. Pendidikan keluarga yang lemah akan berdampak langsung pada rapuhnya ikatan perkawinan. Quraish Shihab menegaskan bahwa keluarga sakinah tidak hanya dibangun melalui kepatuhan hukum, tetapi juga melalui kedewasaan emosional dan spiritual pasangan (Quraish Shiab, 2007).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor psikologis penyebab cerai gugat dalam keluarga Muslim modern serta menilai relevansinya dengan konsep pernikahan Islam berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Amt dan Nomor 114/Pdt.G/2023/PA.Amt. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum keluarga Islam, memperkuat integrasi antara hukum dan psikologi keluarga, serta memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan pendidikan pranikah dan pendidikan keluarga Islam sebagai upaya preventif dalam menekan angka cerai gugat. 

RESEARCH METHOD 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif dan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah norma, asas, dan doktrin hukum yang mengatur cerai gugat dalam hukum keluarga Islam, khususnya penerapannya dalam praktik peradilan. Studi kasus memungkinkan analisis mendalam terhadap pertimbangan hakim terkait faktor psikologis dalam perkara perceraian yang ditangani Pengadilan Agama (Soerjono Soekanto, 2014).

Lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Amuntai, Kalimantan Selatan, dipilih karena tingginya jumlah cerai gugat oleh istri dan tersedianya putusan yang memuat pertimbangan psikologis secara eksplisit. Kehadiran peneliti terbatas pada analisis dokumen hukum tanpa interaksi langsung dengan pihak berperkara atau aparat pengadilan. Objek penelitian berupa putusan cerai gugat Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Amt dan Nomor 114/Pdt.G/2023/PA.Amt yang dipilih secara purposif karena perselisihan berkepanjangan dan ketidakcocokan psikologis menjadi pertimbangan utama hakim (Lexy J. Moleong, 2017).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Bahan hukum primer berupa teks resmi putusan Pengadilan Agama, sedangkan bahan sekunder mencakup peraturan perundang-undangan seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), literatur fiqh klasik dan kontemporer, serta karya ilmiah terkait psikologi keluarga dan pendidikan Islam. Bahan tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperjelas konsep (Peter Mahmud Marzuki, 2017).

Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan studi kasus. Pendekatan konseptual menelaah faktor psikologis terkait keharmonisan dan konflik rumah tangga, pendekatan perundang-undangan menelaah ketentuan hukum Islam tentang perceraian, dan pendekatan kasus menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk menilai relevansi faktor psikologis terhadap konsep pernikahan Islam dan legitimasi normatifnya dalam putusan hakim (Wahbah al-Zuhaili, 2007).

FINDINGS AND DISCUSSION

Tabel 1. Ringkasan Isi Putusan 

	Aspek
	Putusan 262/Pdt.G/2020
	Putusan 114/Pdt.G/2023

	Fokus Konflik
	Konflik rumah tangga biasa (di awal pernikahan pernah mengucapkan sighat Taklik Talak, ketidakharmonisan, tidak tinggal bersama, dua anak tinggal dengan istri, perbedaan prinsip, dan

ekonomi)
	KDRT, kawin tanpa izin, hutang bersama tuduhan selingkuh, status talak tahun 2003–2004, keabsahan hubungan pasca 2006, status anak

	Sumber Konflik
	Ekonomi, keluarga, psikologis
	Talak berulang, rujuk tanpa akad, hubungan pasca talak

	Sikap Tergugat
	Ingin rukun
	Ingin rukun tetapi dituduh sudah menjatuhkan talak 3

	Pembuktian
	Bukti sederhana: saksi, surat, izin PNS
	Pembuktian rumit: talak lama, rujuk, nasab

	Pendekatan Hakim
	Marriage breakdown → demi kemaslahatan
	Kehati-hatian menjaga nasab dan status hukum

	Status Talak di Putusan
	Talak bain sughra
	Talak satu bain sughra (meski ada klaim talak tiga)

	Status Anak
	Tidak bermasalah
	Anak diakui sah melalui asas walad lil firasy

	Implikasi Hukum
	Minim
	Sangat luas: keabsahan pernikahan dan rujuk, status anak, hubungan 16 tahun
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Berdasarkan analisis normatif terhadap Putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Amt dan 114/Pdt.G/2023/PA.Amt, ditemukan bahwa faktor psikologis yang bersumber dari relasi emosional suami istri menjadi alasan utama dikabulkannya cerai gugat oleh majelis hakim. Kedua putusan tersebut menempatkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus, disertai ketidakmampuan pasangan membangun kembali relasi emosional yang sehat, sebagai indikator rusaknya ikatan perkawinan. Fakta persidangan menunjukkan bahwa sejak para pihak hidup terpisah tempat tinggal, hubungan suami istri semakin renggang dan tidak lagi ditopang oleh rasa saling pengertian dan empati. Ketegangan psikologis ini diperparah oleh campur tangan pihak keluarga serta ketidakseimbangan tanggung jawab emosional dalam rumah tangga, sehingga menyebabkan Penggugat mengalami ketidaknyamanan batin yang berkelanjutan. 

Menurut teori kohesi emosional Olson, relasi perkawinan yang ditandai oleh rendahnya kelekatan emosional dan komunikasi disfungsional cenderung mengalami ketidakstabilan dan berujung pada keretakan rumah tangga (David, 1980). Temuan dalam Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Amt menunjukkan bahwa rumah tangga para pihak telah mencapai kondisi di mana relasi emosional tidak lagi dapat dipulihkan, karena mereka sudah pisah tempa tinggal selama belasan tahun, dua anak Perempuan mereka juga lebih banyak dapat tanggung jawab dari ibu saja.
Majelis hakim menilai bahwa meskipun Tergugat membantah sebagian dalil Penggugat, namun fakta perselisihan yang berlangsung lama, kegagalan upaya rukun kembali, serta tidak terciptanya komunikasi yang sehat menunjukkan bahwa rumah tangga para pihak telah mengalami keretakan permanen (onheelbare tweespalt). Kondisi tersebut secara psikologis mencerminkan hilangnya rasa aman, ketenteraman jiwa, dan keharmonisan dalam relasi perkawinan.

Sementara itu, dalam Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PA.Amt, faktor psikologis tampak lebih kompleks dan akumulatif. Perselisihan tidak hanya disebabkan oleh konflik komunikasi, tetapi juga oleh pengkhianatan kepercayaan (perselingkuhan dan pernikahan tanpa izin), sikap temperamental, kekerasan verbal dan fisik, serta tuduhan tanpa dasar. Fakta persidangan membuktikan bahwa konflik tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan berulang, bahkan setelah para pihak sempat rujuk tanpa akad nikah ulang. 

Dalam perspektif teori stres perkawinan Hurlock, kekerasan emosional dan fisik, ditambah dengan tuduhan yang merendahkan martabat pasangan, merupakan sumber stres berat yang dapat merusak kesehatan psikologis individu dan menghancurkan stabilitas perkawinan (Elizabeth, 2011). Oleh karena itu, majelis hakim menilai bahwa hubungan suami istri dalam perkara ini telah kehilangan fondasi psikologis berupa kasih sayang dan rasa aman, sehingga tidak lagi memungkinkan terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Hakim menilai bahwa relasi perkawinan dalam perkara ini telah kehilangan fondasi psikologis berupa kasih sayang, rasa aman, dan saling menghormati. Pertengkaran yang terus-menerus, disertai perilaku agresif dan dominatif Tergugat, menunjukkan adanya ketidakcocokan mental dan emosional yang tidak lagi memungkinkan terwujudnya kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Dengan demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor psikologis dalam perkara cerai gugat pada Pengadilan Agama Amuntai meliputi: pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan tidak terselesaikan, kegagalan komunikasi dan lemahnya tanggung jawab emosional pasangan, ketidakcocokan mental, emosional, dan spiritual suami istri.

Faktor-faktor tersebut dinilai telah memenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara normatif memberikan dasar yang sah bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan perceraian.

Tabel 1. Faktor Psikologis Dominan dalam Putusan Cerai Gugat Pengadilan Agama Amuntai

	Nomor Putusan
	Faktor Psikologis Utama
	Pertimbangan Hakim

	262/Pdt.G/2020/PA.Amt
	Konflik berkepanjangan, kegagalan komunikasi, perbedaan prinsip, tekanan emosional
	Rumah tangga pecah dan tidak ada harapan rukun




	114/Pdt.G/2023/PA.Amt
	Ketidakcocokan mental, temperamental, KDRT, hilangnya rasa aman dan kasih sayang
	Tujuan perkawinan Islam tidak tercapai


Faktor Psikologis sebagai Dasar Pertimbangan Normatif Hakim 

Temuan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Amuntai tidak hanya menilai terpenuhinya unsur yuridis formal perceraian, tetapi juga mempertimbangkan kualitas psikologis relasi suami istri. Perselisihan dan pertengkaran yang dijadikan dasar perceraian dipahami sebagai manifestasi rusaknya fungsi emosional dan komunikasi dalam perkawinan.

Dalam teori sistem keluarga, keluarga dipandang sebagai satu kesatuan emosional, sehingga konflik yang tidak terselesaikan akan berdampak langsung pada stabilitas psikologis seluruh anggota keluarga (Murray 1978). Pertimbangan hakim dalam kedua putusan tersebut mencerminkan pemahaman bahwa relasi perkawinan yang penuh tekanan emosional tidak lagi layak dipertahankan karena berpotensi menimbulkan mudarat yang lebih besar.

Selain itu, teori kebutuhan dasar Maslow menegaskan bahwa rasa aman merupakan kebutuhan psikologis fundamental manusia (Abraham, 1970). Ketika relasi perkawinan justru menjadi sumber ancaman emosional dan ketakutan, maka tujuan perkawinan sebagai tempat perlindungan psikologis tidak lagi tercapai. Hal ini selaras dengan pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa rumah tangga para pihak telah kehilangan makna substantifnya.

Tekanan psikologis juga diperparah oleh ketidakseimbangan peran dan tanggung jawab dalam keluarga. Hurlock menjelaskan bahwa tekanan peran, konflik ekonomi, dan kurangnya dukungan emosional dapat memicu stres perkawinan yang kronis (David, 2011). Kondisi ini tercermin jelas dalam kedua perkara cerai gugat yang dianalisis, di mana masalah ekonomi, sikap temperamental, serta kegagalan menjalankan peran suami secara emosional memperburuk konflik rumah tangga.

Relevansi Faktor Psikologis dengan Konsep Pernikahan Islam

Dalam hukum Islam, tujuan utama perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang meniscayakan adanya ketenteraman jiwa dan keseimbangan emosional. Ketenteraman psikologis tersebut merupakan bagian dari maqāṣid al-nikāḥ. Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa perkawinan yang dipenuhi konflik berkepanjangan dan tidak lagi menghadirkan kemaslahatan bertentangan dengan tujuan dasar syariat (Wahbah al-Zuhaili, 2007).

Pertimbangan majelis hakim dalam kedua putusan menunjukkan penerapan paradigma ini secara implisit. Ketika relasi suami istri tidak lagi menghadirkan rasa aman, kasih sayang, dan tanggung jawab emosional, maka mempertahankan perkawinan justru dipandang menimbulkan mudarat yang lebih besar. Oleh karena itu, perceraian diposisikan sebagai solusi normatif yang sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap jiwa dan martabat manusia (ḥifẓ al-nafs).

Cerai Gugat dan Lemahnya Pendidikan Keluarga Islam 

Fenomena cerai gugat dalam kedua putusan tersebut juga mencerminkan lemahnya fungsi pendidikan keluarga Islam, khususnya dalam pembentukan kedewasaan emosional dan kemampuan resolusi konflik. Kurangnya pembekalan nilai komunikasi efektif, pengendalian emosi, dan tanggung jawab psikologis menyebabkan pasangan tidak siap menghadapi dinamika dan tekanan kehidupan perkawinan. 

Fenomena cerai gugat dalam kedua putusan tersebut juga mencerminkan lemahnya pendidikan keluarga Islam, khususnya dalam pembentukan kecerdasan emosional, komunikasi efektif, dan pengendalian konflik. Padahal, teori kecerdasan emosional Goleman menegaskan bahwa kemampuan mengenali dan mengelola emosi merupakan faktor kunci keberhasilan relasi interpersonal, termasuk dalam perkawinan (Daniel 1995).

Quraish Shihab menegaskan bahwa keluarga sakinah tidak cukup dibangun melalui kepatuhan normatif terhadap hukum, tetapi menuntut kematangan emosional dan spiritual pasangan (Quraish, 2007). Temuan penelitian ini memperkuat pandangan tersebut, karena faktor psikologis menjadi alasan dominan dalam pertimbangan cerai gugat oleh hakim.

Oleh karena itu, penguatan pendidikan pranikah dan pendidikan keluarga Islam berbasis psikologi keluarga menjadi kebutuhan mendesak sebagai langkah preventif untuk menekan angka perceraian di lingkungan keluarga Muslim.

Berdasarkan temuan dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa faktor psikologis memiliki posisi sentral dalam pertimbangan normatif hakim Pengadilan Agama Amuntai dalam perkara cerai gugat. Pertengkaran berkelanjutan, kegagalan komunikasi emosional, ketidakcocokan mental, serta hilangnya rasa aman dan kasih sayang dipandang bertentangan dengan tujuan pernikahan Islam dan secara hukum sah dijadikan dasar perceraian.

Integrasi antara hukum keluarga Islam dan psikologi keluarga dalam analisis putusan ini menunjukkan bahwa ketahanan perkawinan tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan aspek hukum formal, tetapi sangat bergantung pada kesehatan psikologis dan spiritual relasi suami istri. 

CONCLUSION 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor psikologis memegang peran sentral dan menentukan dalam pertimbangan hakim terhadap perkara cerai gugat dalam keluarga Muslim modern di Pengadilan Agama Amuntai. Berdasarkan analisis normatif terhadap Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Amt dan Nomor 114/Pdt.G/2023/PA.Amt, terlihat jelas bahwa pertengkaran yang berkepanjangan, kegagalan komunikasi emosional, lemahnya tanggung jawab psikologis, ketidakcocokan mental dan emosional, serta hilangnya rasa aman dan kasih sayang menjadi dasar dominan dikabulkannya gugatan cerai. Kondisi ini mencerminkan rusaknya fondasi emosional dan psikologis rumah tangga, yang esensial bagi terciptanya keharmonisan pernikahan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak semata menilai terpenuhinya syarat yuridis formal perceraian, tetapi juga menilai kualitas relasi psikologis antara suami dan istri. Perselisihan yang terus-menerus dan tekanan emosional dipahami sebagai indikator bahwa rumah tangga telah kehilangan makna substantifnya dan tidak lagi memenuhi tujuan pernikahan Islam, yaitu mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kerusakan psikologis semacam ini membenarkan perceraian sebagai solusi normatif untuk mencegah mudarat yang lebih besar, sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap martabat dan kesejahteraan manusia (ḥifẓ al-nafs).

Selain itu, dominasi faktor psikologis dalam perceraian mencerminkan lemahnya fungsi pendidikan keluarga Islam, khususnya dalam membentuk kedewasaan emosional, keterampilan komunikasi efektif, dan kemampuan resolusi konflik pasangan. Integrasi norma hukum Islam dengan psikologi keluarga menegaskan bahwa ketahanan pernikahan tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan aspek hukum formal, tetapi sangat bergantung pada kesehatan emosional dan spiritual relasi suami–istri. Oleh karena itu, penguatan pendidikan pranikah dan pengembangan program pendidikan keluarga Islam berbasis prinsip psikologi keluarga menjadi langkah preventif penting untuk menekan angka cerai gugat di kalangan keluarga Muslim.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan analisis dengan pendekatan empiris, perbandingan putusan pengadilan, atau perspektif interdisipliner guna memperkaya wacana terkait hubungan hukum keluarga Islam, psikologi, dan dinamika keluarga kontemporer.The conclusion contains the short summary of the findings and discussion, presented briefly, narrative, and conceptual. Avoid using bullet and numbering.
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